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ABSTRAK 

Sepni Sartika, 2010/56288. Pengaruh Budaya Organisasi, Kualitas Sumber 

Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi 

Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Di Kabupaten Dharmasraya. 

Pembimbing : 1. Herlina Helmy, SE, Ak, M.S.Ak   

2. Charoline Cheisviyanny, SE, Ak, M.Ak 

Tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan publik yang lebih baik 

serta pertanggungjawaban yang tercantum dalam instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditujukan untuk 

menciptakan good governance. Tuntutan masyarakat dan peraturan yang berlaku 

mengharuskan pemerintah daerah melaporkan kinerjanya. Kedua hal tersebut 

merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi pegawai instansi 

pemerintah daerah tentang akuntabilitas kinerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 1) pengaruh budaya organisasi 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2) pengaruh kualitas sumber 

daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan 3) pengaruh 

pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Dharmasraya. Jenis penelitian ini 

digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian 

ini adalah SKPD di Kabupaten Dharmasraya. Teknik pengambilan sampel dengan 

metode total sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 

berganda. Responden pada penelitian ini adalah kepala SKPD, kepala bidang dan 

subbagian keuangan di SKPD Kabupaten Dharmasraya dengan jumlah responden 

114 dari 38 SKPD. 

Kesimpulan penelitian menunjukkan : Variabel budaya organisasi, kualitas 

sumber daya manusia, dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah 

berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

pada SKPD Kabupaten Dharmasraya. 

 

Kata kunci : Budaya Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, 

Pemanfaatan SIKD, Akuntabilitas Kinerja  
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang 

membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun 

daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan 

berlakunya kedua undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi daerah 

dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki, 

khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada 

masyarakat. 

Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih 

baik telah mendorong pemerintah untuk dapat menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik dan benar yaitu didasarkan 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks instansi pemerintah, 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dilakukan dengan sistematis 

dan berkesinambungan yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang 

lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab dalam bertugas, sesuai dengan 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 

589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 
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Instansi Pemerintah, yang telah diperbaiki dengan Keputusan LAN Nomor 

239/IX/6/8/2003. Berdasarkan dua ketentuan tersebut, maka setiap daerah 

diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP). 

Melalui LAKIP ini kinerja pemerintah akan dinilai secara transparan, 

sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. LAKIP disusun dalam rangka 

mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang 

telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang 

tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah. Dengan demikian, LAKIP akan 

dapat mendorong pemerintah melaksanakan good governance, memberikan 

masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan 

pemerintah dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja. 

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang 

amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi amanah. 

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat 

keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja diketahui jika individu 

atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah 

ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target 

tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau 

organisasi yang tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya 

(Indra,2001). 



3 
 

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan 

manajer dalam menghasikan pelayanaan publik yang baik. Pusat 

pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar 

untuk menilai kinerja. Dimilikinya sistem pengukuran kinerja handal (reliable) 

merupakan salah satu faktor kunci suksesnya suatu organisasi. 

Menurut Norman (2009) akuntabilitas kinerja merupakan 

pertanggungjawaban yang meliputi berbagai indikator dan mekanisme kegiatan 

pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk memenuhi 

kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada pejabat yang 

bersangkutan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. 

Menurut Cavaluzzo dan Ittner (2003) ada beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mewujudkan akuntabilitas 

kinerja diantaranya : pemanfaatan sistem informasi, kesulitan menentukan ukuran 

kinerja, sumber daya manusia, komitmen manajemen, otoritas pengambilan 

keputusan, pelatihan dan budaya organisasi. 

Pada suatu organisasi terdapat seperangkat nilai yang terbentuk sesuai dengan 

gagasan  berdirinya organisasi tersebut. Pada umumnya, nilai-nilai yang ada 

tercermin dalam budaya organisasi suatu organisasi, (Robbins, 2008). Menurut 

Veithzal (2008), budaya organisasi adalah bagaimana organisasi belajar 

berhubungan dengan lingkungan yang merupakan penggabungan dari asumsi, 

perilaku, cerita, mitos, ide, metafora dan ide lain untuk menentukan apa arti 

bekerja dalam suatu organisasi. 
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Sesuai dengan Kreitner dan Kinicki (2001) dalam (Nurkhamid, 2008) budaya 

organisasi merupakan nilai dan kepercayaan bersama yang menjadi ciri identitas 

organisasi, yang terdiri dari sekumpulan sikap, pengalaman, kepercayaan, dan 

nilai dalam suatu organisasi. Budaya organisasi berguna untuk memberikan 

identitas bagi anggota organisasi, menumbuhkan komitmen kolektif, 

meningkatkan stabilitas sistem sosial dan membentuk perilaku dengan membantu 

anggota merasakan kondisi di lingkungan sekitarnya. 

Menurut Tosi, Rizzo, Caroll dalam Munandar (2001), budaya organisasi 

adalah cara-cara berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu 

yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Budaya 

organisasi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah karena merupakan keyakinan dasar yang melandasi visi, misi tujuan 

dan nilai-nilai yang dianut oleh pegawai di instansi baik atasan maupun bawahan. 

Budaya organisasi akan memberikan arah atau pedoman berperilaku dalam 

instansi pemerintah dimana pegawai di pemerintahan  tidak dapat berperilaku 

sekehendak hatinya. Selain itu, budaya organisasi menuntun kesamaan langkah 

dan visi bagi sumber daya manusia untuk melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya sehingga dapat meningkatkan fungsi serta pertanggungjawaban 

kinerjanya  dalam instansi pemerintah. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh budaya organisasi terhadap 

akuntabilitas kinerja. Tujuan akuntabilitas akan tercapai apabila instansi 

pemerintah tersebut mempunyai budaya organisasi yang baik. Akuntabilitas 

kinerja tidak akan optimal bila budaya organisasi yang ada pada instansi juga 
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belum baik, sehingga diperlukan peningkatan pada budaya organisasi yang ada 

pada instansi yang dapat menjamin dilakukannya prinsip accountability dengan 

baik. 

Di dalam sebuah organisasi, kualitas sumber daya manusianya juga 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Warisno (2009) menyebutan bahwa kinerja SKPD 

dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Kinerja suatu organisasi 

tergantung pada sumber daya manusia didalamnya, baik sebagai individu maupun 

sebagai tim. Sumber daya manusia merupakan asset bagi organisasi. Untuk itu, 

organisasi yang cerdas dan berkeinginan meningkatkan kinerjanya, harus 

berupaya mengembangkan sumber daya manusianya secara berkelanjutan 

(Wibowo, 2012). Dalam arti mikro, sumber daya manusia adalah orang/manusia 

yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut pegawai, 

personil dan lain-lain. Khususnya sumber daya manusia adalah potensi yang 

menjadi motor penggerak organisasi. Setiap sumber daya manusia berbeda-beda 

potensinya, maka kontribusinya dalam bekerja untuk mencapai tujuan tidak sama 

satu sama lain. Kontribusi tersebut sesuai dengan keterampilan dan keahlian 

masing-masing (Budiantoro: www.google.com). 

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan 

bakal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman (Widodo, 2001). Setiap daerah 

sudah mulai mempersiapkan semua perangkat yang diperlukan termasuk menata 

dan meningkatkan kemampuan/kualitas sumber daya manusia termasuk di bidang 

http://www.google.com/
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keuangan guna mengantisipasi perubahan-perubahan dalam pengelolaan APBD 

dan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran. Untuk meningkatkan kinerja 

yang baik dalam suatu instansi dibutuhkan pertanggungjawaban dari setiap 

individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu 

bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik 

mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik 

(Mahmudi, 2007). 

Strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang 

merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi terciptanya sumber daya 

manusia berkualitas unggul, memiliki kompetensi dan  mengembangkan 

kreativitas, inovasi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Peluang dan 

tantangan serta perkembangan yang semakin pesat, perlu dilakukan secara terus 

menerus, sehingga menjadi sumber daya manusia yang produktif. Oleh karena itu 

hanya manusia yang berkualitas yang dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi 

dan dapat bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerja tersebut. 

Selain budaya organisasi dan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu 

kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih 

cepat, efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan teknologi 

informasi manajemen dan proses kerja untuk memungkinkan pemerintah bekerja 

secara terpadu dengan menyederhanakan akses-akses antar unit kerja. 
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Oleh karena itu, dewasa ini instansi pemerintah telah memanfaatkan 

teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, dimana 

menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola 

dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Sistem informasi 

tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Pemanfaatan 

SIKD dapat mempercepat proses kerja dalam pengelolaan keuangan daerah 

(penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban)  dan menyediakan 

informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas. 

Sistem informasi keuangan daerah merupakan sistem yang 

mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan 

keuangan daerah dan tata terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada 

masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, Ahmad 

(2008) dalam Nana (2013). SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai 

bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah. 

 Terkait dengan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah tersebut, 

telah dikeluarkan PP No 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah. Dalam peraturan daerah tersebut mengamanatkan bahwa daerah tersebut 

menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada 

pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip akurat (suatu tindakan yang 

mencerminkan ketelitian, kecermatan dan ketepatan), relevan (suatu keadaan yang 

sesuai dengan kondisi objektif sekarang dan masa yang akan datang), dan dapat 
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dipertanggungjawabkan ( suatu kondisi atau fakta yang dapat diperbandingkan 

secara  angka nominal dan matematis. 

Dari tahun ke tahun kabupaten Dharmasraya selalu mendapat opini WDP 

(wajar dengan pengecualian) oleh BPK RI. Hal ini dikarenakan pertanggung 

jawaban atas  kinerja instansi pemerintah kabupaten Dharmasraya belum bisa 

dikatakan maksimal. Dengan adanya budaya organisasi yang baik pada instansi 

pemerintah, pegawai pemerintahan tidak akan berperilaku sekehendak hatinya. 

Namun fenomena yang terlihat pada SKPD di pemerintahan kabupaten 

Dharmasraya secara umum malah sebaliknya. Pegawai tidak melaksanakan tugas 

seperti yang seharusnya. Seperti, tidak mematuhi peraturan yang ada pada SKPD 

secara keseluruhan. Masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada 

instansi pemerintah tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja masih belum 

bisa dikatakan baik , hal tersebut merupakan salah satu alasan yang menyebabkan 

pemerintahan kabupaten Dharmasraya masih bertahan dengan opini WDP.  

Tidak hanya itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi masalah dalam 

mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik, karna masih banyaknya 

personil/orang yang bekerja dalam instansi tersebut tidak mengerti tentang 

teknologi, dan masih banyaknya pegawai yang kurang memahami tentang 

akuntansi. Seharusnya pegawai dapat mengembangkan kreativitas, berinovasi dan 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar terciptanya suatu kinerja yang 

baik. 

Kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Dharmasraya masih banyak yang 

harus dibenahi terutama dalam hal pengelolaan asset. Pengelolaan keuangan 
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daerah kabupaten Dharmasraya seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi, sehingga 

dari seluruh program yang dilaksanakan diperoleh output, outcome, dampak dan 

manfaatnya yang jelas sebagaimana diharapkan masyarakat kabupaten 

Dharmasraya (Posmetro Padang, 31 mei 2013). 

Menurut Bupati Dharmasraya H.Adi Gunawan, bimbingan teknis (bimtek) 

yang dilakukan bagi aparatur dilingkungan pemerintah kabupaten Dharmasraya 

tersebut penting artinya, karena sesuai evaluasi pengelolaan aset di masing-

masing SKPD masih terdapat kelemahan. 

Berdasarkan uraikan diatas penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh 

budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem 

informasi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja dalam sebuah skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia  

dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. “ 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Sejauhmana pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah daerah ? 

2. Sejauhmana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ? 

3. Sejauhmana pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti mengenai: 

1.  pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

2. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

3. Pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya 

literatur mengenai pengaruh budaya organisasi, kualitas sumber daya 

manusia, dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 

2. Bagi akademis, sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang. 

3. Bagi pemerintah, sebagai masukan dalam mewujudkan kinerja yang baik 

dengan meningkatkan kualitas budaya organisasi, kualitas sumber daya 

manusia, dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang lebih 

baik. 
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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

1.1. Pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk 

pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau 

pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja 

individu) bertanggungjawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat 

dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak memberi amanah (principal) yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 

2006). 

The Governmental Accounting Standars Board’s Concept Statement No 2 

dalam Nurkhamid (2008) menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik 

merupakan kewajiban manajer sektor publik untuk memberikan 

pertanggungjawaban atas tindakan yang diembannya, dilain pihak masyarakat 

dan para wakil rakyat yang terpilih proaktif menilai kinerja dan mengambil 

tindakan berdasarkan kinerja yang ada. Tindakan yang dapat dilakukan 

masyarakat dan para wakil rakyat misalnya dengan mengalokasikan sumber 

daya, memberikan pengakuan atau imbalan, atau menetapkan sanksi 

berdasarkan hasil yang dicapai oleh manajer. 

11 
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Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning 

suatu organisasi (Mahsun, 2006) 

Menurut Indra (2006), kinerja merupakan gambaran pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin 

dicapai tertuang dalam perumusan strategi (strategic planning) suatu 

organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh 

organisasi dalam suatu periode tertentu. 

Menurut LAN (2003) Instansi Pemerintah adalah Perangkat Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang 

berlaku terdiri dari: Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI 

(meliputi markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan 

Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di 

Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintah Provinsi, Perangkat 

Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Lembaga/Badan lainnya yang dibiayai 

dari anggaran Negara. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi 

pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah 

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 
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Menurut Nurkhamid (2008) akuntabilitas kinerja merupakan wujud 

kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan semua keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah 

secara periodik. 

Akuntabilitas kinerja adalah suatu pertanggungjawaban yang dapat 

menggambarkan keadaan kinerja instansi pemerintah yang sebenarnya, secara 

jelas dan transparan kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholder), mengenai sejauhmana setiap Pimpinan Instansi 

Pemerintah/Unit Kerja mampu (berhasil atau gagal) dalam melaksanakan 

misi, tugas pokok, fungsi dan kewenangannya (Susilo, 2004). 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (LAN, 2003). 

1.2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukan 

seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran 

nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para direct user 

yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Loina, 2003). 
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Menurut LAN dalam akuntabilitas dan good governance (2001), dalam 

pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk 

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan 

sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

3. Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. 

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan 

manfaat yang diperoleh. 

5. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator 

perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran 

metode  dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan 

akuntabilitas. 

1.3.Siklus akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah 

Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem 

akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Dalam Inpres 

tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi 
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organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pertanggungjawaban secara periodik. 

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, 

instrument, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-

tahap sebagai berikut: 

a. Perencanaan strategis (Renstra) 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perencanaan 

strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandate. 

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara 

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu 

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan 

global. 

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dari 

perencanaan stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, 

tujuan dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini 

kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat 

setiap tahun. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan 

digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk 

suatu periode tertentu. 

b. Pengukuran Kinerja 

Menurut pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk 
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menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat 

yang manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

c. Pelaporan kinerja 

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada 

pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaporan kinerja ini 

mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun 

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapain tujuan dan sasaran 

instansi pemerintah. Tujuan dari disusunnya LAKIP adalah untuk 

mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif 

lembaga/instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandate/amanah. 

d. Pemanfaatan informasi kinerja 

Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut 

dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan. 

1.4.Fungsi Akuntabilitas Kinerja 

Menurut Susilo (2004) fungsi utama dari akuntabilitas kinerja adalah 

sebagai: 

a) Sarana/instrument penting dan vital untuk melaksanakan reformasi 

birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan publik. 
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b) Sarana yang efektif untuk mendorong seluruh pimpinan instansi 

pemerintah/unit kerja untuk meningkatkan disiplin dalam menerapkan 

prinsip-prinsip good governance dan untuk mencegah terjadinya KKN. 

c) Sarana yang efektif untuk mendorong pengelolaan dana sumber daya 

lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja 

dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan 

publik secara berkelanjutan. 

d) Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan, dan atau 

kegagalan dari setiap pimpinan instansi pemerintah/unit kerja dalam 

menjalankan misi. 

e) Sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, 

kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, 

keterlaksanaan, metode kerja, dan prosedur pelayanan kepada 

masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan pemberantasan 

KKN. 

f) Sarana untuk mendorong kreativitas, produktivitas, disiplin dan 

tanggung jawab aparatur Negara dalam melaksanakan tugas/jabatan 

berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur., dan tata kerja yang telah 

ditetapkan. 

1.5. Prinsip Penyusunan LAKIP 

Prinsip penyusunan LAKIP pada umumnya mengikuti prinsip penyusunan 

laporan yang lazim menjadi syarat dapat disusunnya laporan yang baik, yaitu 
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laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Disamping itu ada 

beberapa prinsip lain yang perlu dicermati dan sangat penting yaitu: 

1) Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus 

proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-

masing dan memuat baik kegagalan maupun keberhasilan. Pihak yang 

melaporkan harus dapat menuangkan secara jelas lingkup 

pertanggungjawaban, baik hal-hal yang dapat dikendalikan 

(controllable) maupun yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) 

kepada pihak pengguna laporan sehingga memudahkan dalam 

memahami laporan tersebut. 

2) Prinsip prioritas. Hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting 

dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban 

instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut. 

3) Prinsip manfaat. Manfaat penyusunan laporan harus lebih besar 

daripada biayanya dan laporan tersebut bermanfaat bagi peningkatan 

pencapaian kinerja instansi. 

1.6. Ruang Lingkup isi Pelaporan AKIP 

Pada intinya, lingkup pelaporan AKIP yang dituangkan dalam LAKIP 

adalah kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. LAKIP secara lebih 

lengkap meliputi pengungkapan mengenai mandat apa yang diemban instansi, 

perencanaan startegis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja instansi, 

evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja. 
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Dalam rencana strategis disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi, 

tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai, cara mencapai tujuan dan sasaran, serta 

kebijakan dan program. Sedangkan dalam rencana kinerja diungkapkan 

kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang sesuai dengan 

program untuk tahun yang bersangkutan. Dalam pengungkapan akuntabilitas 

kinerja instansi, selain dipaparkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, 

dan analisis akuntabilitas kinerja, juga diuraikan secara sistematis 

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi 

serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh instansi. Selain  itu, 

lingkup pelaporan AKIP juga meliputi akuntabilitas keuangan yang 

menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau 

tugas-tugas lainnya, termasuk analisis mengenai capaian indikator kinerja 

instansi. 

1.7. Format dan isi LAKIP 

Mnurut LAN dalam pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (2003), format laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah minimal terdiri atas: 

1. Ikhtisar eksekutif 

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam rencana strategis serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai 

tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pencapaiannya. 
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a. Pendahuluan 

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta 

uraian mandate apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum 

tupoksi). 

b. Rencana strategis 

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana 

strategis dan rencana kinerja. 

1) Rencana strategis 

Uraian singkat tentang rencana strategis instansi mulai dari 

visi-misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi. 

2) Rencana kinerja 

Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, 

terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai 

sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator 

keberhasilan pencapaiannya. 

c. Akuntabilitas kinerja 

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi 

dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan 

secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan 

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang 

akan diambil. 
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d. Penutup 

Mengemukakan tinjauan secara umum keberhasilan dan kegagalan, 

permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja instansi yang 

bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan 

dilaksanakan ditahun yang mendatang. 

2. Lampiran-lampiran 

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, 

gambar, dan aspek pendukung seperti Sumber Daya Manusia (SDM), 

sarana prasarana, metode, dan aspek lain dari data yang relevan, 

hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan tetapi dimuat dalam 

lampiran. 

1.8.Tujuan dan Manfaat LAKIP 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan 

media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja 

ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun 

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi 

pemerintah. 

Tujuan dari disusunnya LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas 

seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-pihak yang 

memberi mandate/amanah. Oleh karena itu, pelaporan AKIP merupakan 

perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah 

diamanahkan kepada setiap manajer/pejabat publik. 

LAKIP yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk: 
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1. Meningkatkan akuntabilitas instansi 

2. Umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah 

3. Meningkatkan perencanaan disegala bidang, baik perencanaan 

program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya 

organisasi instansi 

4. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi 

dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi 

5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi 

6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan secara baik, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabel) 

2. Budaya Organisasi 

2.1 pengertian budaya organisasi 

Budaya organisasi yaitu sebagai ―set of important assumption (often 

unstated) that members of a community sharein common‖. Budaya organisasi 

adalah satu set asumsi yang dianggap sangat penting (meski terkadang tidak 

tertulis) yang di sered oleh para anggota sebuah organisasi. (shate dalam 

Achmad 2007). 

Druicker dalam Pabundu (2006) mendefinisikan budaya organisasi adalah 

the body of solutions to external and internal problems that has worked 

consistently for a group and that is therefore taught to new members as the 

correct way to perceive, think about, and feel in relation to those problems. 
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Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa budaya organisasi adalah 

pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal yang 

pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok yang 

kemudian mewariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat 

untuk memahami, memikirkan dan merasakan terhadap masalah-masalah 

terkait seperti diatas. 

Berdasarkan defenisi yang telah dikemukakan oleh para tokoh budaya 

organisasi diatas, terkadang unsur-unsur budaya organisasi sebagai berikut 

(Pabundu, 2006): 

1) Asumsi Dasar 

Dalam budaya organisasi terdapat asumsi dasar yang dapat berfungsi 

sebagai pedoman bagi anggota maupun kelompok dalam organisasi untuk 

berperilaku. 

2) Keyakinan yang dianut 

Dalam budaya organisasi terdapat keyakinan yang dianut dan 

dilaksanakan oleh para anggota organisasi. 

3) Pemimpin atau kelompok pencipta dan pengembangan budaya 

organisasi 

Budaya organisasi perlu diciptakan dan dikembangkan oleh pemimpin 

organisasi/perusahaan atau kelompok tertentu dalam organisasi atau 

perusahaan tersebut. 

4) Pedoman mengatasi masalah 
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Dalam organisasi/perusahaan, terdapat dua masalah pokok yang sering 

muncul, yakni masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal. 

5) Berbagi nilai (sharing of value) 

Dalam budaya organisasi perlu berbagi nilai terhadap apa yang paling 

diinginkan atau apa yang lebih baik atau berharga bagi seseorang. 

6) Pewarisan (learning process) 

Asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi perlu 

diwariskan kepada anggota-anggota baru dalam organisasi sebagai 

pedoman untuk bertindak dan berperilaku dalam organisasi/ perusahaan 

tersebut. 

7) Penyesuaian (adaptasi) 

Perlu penyesuaian anggota kelompok terhadap peraturan atau norma 

yang berlaku dalam kelompok atau organisasi tersebut, serta adaptasi 

organisasi/perusahaan terhadap perubahan lingkungan. 

a. Sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi 

maupun kelompok lain 

Batas pembeda ini karena adanya identitas tertentu yang 

dimiliki oleh suatu organisasi atau kelompok yang tidak dimiliki 

organisasi atau kelompok lain. 

b. Sebagai perekat bagi karyawan dalam suatu organisasi 

hal ini merupakan bagian dari komitmen kolektif dari 

karyawan. Mereka bangga sebagai seorang pegawai/karyawan 

suatu organisasi/perusahaan. 
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c. Mempromosikan stabilitas sistem sosial 

Hal ini tergambarkan dimana lingkungan kerja dirasakan 

positif, mendukung, dan konflik serta perubahan diatur secara 

efektif. 

d. Sebagai mekanisme kontrol dalam memadu dan membentuk 

sikap serta perilaku karyawan 

Dengan dilebarkannya mekanisme kontrol, didatarkannya 

struktur, diperkenalkannya tim-tim dan diberi kuasanya karyawan 

oleh organisasi, makna bersama yang diberikan oleh suatu budaya 

yang kuat memastikan bahwa semua orang diarahkan kearah yang 

sama. 

e. Sebagai integrator 

Budaya organisasi dapat dijadikan sebagai integrator karena 

adanya sub-sub budaya terbaru. 

f. Membentuk perilaku bagi para karyawan 

Fungsi seperti ini dimaksudkan agar para karyawan dapat 

memahami bagaimana mencapai tujuan organisasi. 

g. Sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok 

organisasi 

Masalah utama yang sering dihadapi organisasi adalah masalah 

adaptasi terhadap lingkungan eksternal dan masalah integrasi 

internal. 

h. Sebagai acuan dalam menyusun perencanaan perusahaan 
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Fungsi budaya organisasi/perusahaan adalah sebagai acuan 

untuk menyusun perencanaan pemasaran. Segmentasi pasar, 

penentuan positioning yang akan dikuaasai perusahaan tersebut. 

i. Sebagai alat komunikasi 

Budaya organisasi dapat berfungsi sebagai alat komunikasi 

antara atasan dan bawahan atau sebaliknya, serta antar anggota 

organisasi. 

j. Sebagai penghambat berinovasi 

Budaya organisasi dapat juga sebagai penghambat dalam 

berinovasi. Hal ini terjadi apabila budaya organisasi tidak mampu 

mengatasi masalah-masalah yang menyangkut lingkungan 

eksternal dan integrasi internal. 

Terdapat kesepakatan luas bahwa budaya organisasi merujuk kepada suatu 

sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu 

organisasi, yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. 

Sistem pengertian ini, dalam pengamatan yang lebih seksama merupakan 

serangkaian karakter penting yang menjadi nilai bagi suatu organisasi. 

2.2 Dimensi Budaya Organisasi 

Hofstede mengelompokkan budaya organisasi ke dalam 6 dimensi praktis 

(Achmad, 2007) yaitu: 

1) Process oriented vs Result oriented 

Dimensi ini mengontraskan organisasi yang berorientasi proses dengan 

organisasi yang berorientasi hasil. Pada process oriented culture, perhatian 
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organisasi lebih ditujukan pada proses aktivitas yang berjalan selama ini 

dan sejauhmana orang-orang yang bekerja pada organisasi tersebut patuh 

terhadap ketentuan—ketentuan atau kebijakan yang telah digariskan 

organisasi. Sementara itu, pada  result oriented culture perhatian 

organisasi lebih ditujukan pada hasil kegiatan ketimbang prosesnya 

sehingga seringkali organisasi tidak mempedulikan sebagaimana proses 

dilakukan tetapi yang penting hasilnya cepat didapat. 

2) Employee oriented vs job oriented 

Employee oriented menggambarkan lingkungan internal organisasi 

yang dipenuhi oleh para pekerja yang menginginkan agar pihak organisasi 

terlebih dahulu memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka sebelum 

berorientasi pada pekerjaan yang harus mereka lakukan. Dalam hal ini 

yang dimaksud dengan kepentingan para pekerja bukan hanya yang 

bersangkutan dengan keterlibatan mereka dalam pekerjaan seperti tingkat 

kesejahteraan karyawan dan dilibatkannya karyawan dalam keputusan-

keputusan organisasi tetapi juga yang berkaitan dengan persoalan-

persoalan pribadi mereka. Sementara itu, job oriented beranggapan bahwa 

para karyawan harus mendahulukan pekerjaan sebelum menuntut 

dipenuhinya kepentingan-kepentingan mereka. 

3) Parochial vs professional culture 

Parochial culture menjelaskan bahwa tingkat kebergantungan 

karyawan pada atasan dan pada organisasi cendrung sangat tinggi. 

Karyawan merasa bahwa dirinya adalah bagian integral dari organisasi. 
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Sebaliknya, pada professional culture karyawan merasa bahwa kehidupan 

pribadi adalah urusan mereka sendiri sedangkan alasan sebuah organisasi 

merekrut mereka adalah semata-mata karena kompetensi dalam melakukan 

pekerjaan bukan karena latar belakang keluarga atau alasan lain. Dengan 

demikian organisasi yang memiliki professional culture cendrung 

memperlakukan karyawannya secara rasional dengan ketentuan-ketentuan 

yang serba terukur. 

4) Open system vs closed system culture 

Open system culture menjelaskan bahwa organisasi cendrung tidak 

menutup diri dari perubahan-perubahan baik yang terjadi pada lingkungan 

internal maupun eksternal oganisasi. Demikian juga orang-orangnya lebih 

terbuka dan responsive terhadap usulan perubahan organisasi, lebih 

terbukan pada pendatang baru dan orang luar. Sebaliknya, pada closed 

system culture organisasi seolah-olah diperlakukan sebagai sebuah mesin 

yang bekerja mengikuti pola yang sudah ada tanpa banyak peubahan. Oleh 

karenanya pada organisasi semacam ini bukan hanya tidak mudah 

menerima perubahan, beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal 

organisasi juga sulit dilakukan. 

5) Loose control culture vs tight control culture 

Pada tingkat organisasi dengan tingkat pengendalian yang longgar, 

organisasi seolah-olah tidak memiliki alat kendali dan organisasi tata 

aturan formal yang memungkinkan organisasi tersebut bisa mengendalikan 

orang-orang yang bekerja didalamnya. Semuanya dikendalikan oleh aturan 
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yang serba longgar. Kebalikan dari loose control yaitu tight control 

culture, dimana organisasi semacam ini cenderung menerapkan aturan-

aturan yang ketat dan bahkan dalam batas-batas tertentu cenderung kaku. 

6) Pragmatic vs normative culture 

Pracmatic culture adalah organisasi yang berorientasi pada konsumen. 

Bagi organisasi semacam ini, konsumen adalah segalanya. Aturan dan 

prosedur bisa saja dilanggar jika hal tersebut menghantarkan hasil dan 

pemenuhan kebutuhan konsumen. Berbeda dengan pragmatic normative 

culture menganggap bahwa tugas yang diemban organisasi terhadap dunia 

luar merupakan bentuk implementasi dari peraturan-peraturan, konvensi 

maupun tertulis yang tidaak boleh dilanggar. 

Dari keenam dimensi budaya organisasi tersebut, menurut Hofstede (1990) 

dalam Supono dan Indriantoro (1998), yang mempunyai kaitan erat dengan 

praktik pembuatan keputusan partisipasi adalah dimensi yang kedua yaitu 

berorientasi pada orang (employee oriented). 

2.3 Karakteristik Budaya Organisasi 

Menurut Robbins (dalam Tika, 2006:10) terdapat beberapa karakteristik 

yang apabila dicampur dan dicocokkan maka akan menjadi budaya internal 

yaitu: 

1. Inisiatif individu yaitu sejauh mana organisasi memberikan kebebasan 

kepada setiap pegawai dalam mengemukakan pendapat atau ide-ide 

yang didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Inisiatif individu 
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tersebut perlu dihargai oleh kelompok atau pimpinan suatu organisasi 

sepanjang menyangkut ide untuk memajukan dan mengembangkan 

organisasi. 

2. Toleransi terhadap tindakan beresiko yaitu sejauh mana pegawai 

dianjurkan untuk dapat bertindak agresif, inovatif dan mengambil 

resiko dalam mengambil kesempatan yang dapat memajukan dan 

mengembangkan organisasi. Tindakan yang beresiko yang 

dimaksudkan adalah segala akibat yang timbul dari pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang dilakukan oleh pegawai. 

3. Pengarahan yaitu sejauh mana pimpinan suatu organisasi dapat 

menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan, 

sehingga para pegawai dapat memahaminya dan segala kegiatan yang 

dilakukan para pegawai mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. 

Sasaran dan harapan tersebut jelas tercantum dalam visi dan misi. 

4. Integrasi yaitu sejauh mana suatu organisasi dapat mendorong unit-unit 

organisasi untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. Menurut 

Handoko (2003 : 195) koordinasi merupakan proses pengintegrasian 

tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada unit-unit yang terpisah 

(departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan. 

5. Dukungan manajemen yaitu sejauhmana para pimpinan organisasi 

dapat memberikan komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan 

yang jelas terhadap pegawai. Dukungan tersebut dapat berupa adanya 
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upaya pengembangan kemampuan para pegawai seperti mengadakan 

pelatihan. 

6. Kontrol yaitu adanya pengawasan dari para pimpinan terhadap para 

pegawai dengan menggunakan peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan demi kelancaran organisasi. Pengawasan menurut Handoko 

(2003 : 360) dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa 

tujuan-tujuan organisasi tercapai. 

7. Sistem imbalan yaitu sejauh mana alokasi imbalan (seperti kenaikan  

gaji,  promosi, dan sebagainya) didasarkan atas prestasi kerja pegawai, 

bukan sebaliknya didasarkan atas senioritas, sikap pilih kasih, dan 

sebagainya. 

8. Toleransi terhadap konflik yaitu sejauh mana para pegawai didorong 

untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka guna 

memajukan organisasi, dan bagaimana pula tanggapan organisasi 

terhadap konflik tersebut. 

9. Pola komunikasi yaitu sejauh mana komunikasi dalam organisasi yang 

dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal dapat berjalan baik. 

Menurut Handoko (2003 : 272) komunikasi itu sendiri merupakan 

proses pindahan pengertian atau informasi dari seseorang ke orang 

lain. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat memenuhi 

kebutuhan semuanya, sehingga akhirnya dapat memberikan hasil yang 

lebih efektif. 

 



32 
 

3. Kualitas Sumber Daya Manusia 

3.1.Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia 

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman (Widodo, 2001 dalam 

Kharis, 2010). Menurut Susilo (2002:3) ―sumber daya manusia merupakan 

pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam usaha 

mewujudkan visi, misi dan tujuannya‖. Sumber daya manusia merupakan 

elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber 

daya manusia ini dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan 

kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. 

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono dan Fidelis (2004), 

untuk menilai kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi 

termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi 

sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam 

deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan 

tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya 

tentu tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi 

dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah 

diikuti dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. 

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta 

didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 
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2012). Menurut pakar, kompetensi menunjukkan karakteristik pengetahuan 

dan keterampilanyang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang 

memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka 

secara efektif dan meningkatkan standar kualitas professional dalam pekerjaan 

mereka. 

Menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A 

Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 ditentukan bahwa: kualitas adalah 

kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil 

(PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan 

dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat 

melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Dengan kata 

lain, staf harus mempunyai kompetensi untuk melaksanakan fungsi-fungsi 

akuntansi atau kewenangannya. 

Kualitas dalam melaksanakan fungsi ini terdiri dari: 

1) Bagian keuangan memiliki staf yang berkualitas dalam jumlah yang cukup 

2) Minimal staf sub bagian penatausahaan keuangan/akuntansi merupakan 

lulusan D3 akuntansi atau lebih 

3) Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas 

4) Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Daerah 

5) Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya 

6) Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi 

7) Telah melaksanakan proses akuntansi 

8) Memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup 
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9) Dilakukannya pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan, dan 

pengembangan keahlian dalam tugas 

10) Adanya dana yang dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan 

dan pelatihan yang dibutuhkan. 

Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, 

bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, 

maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik (Mahmudi, 2007). 

Ukuran kualitas sumber daya manusia dilihat dari rata-rata pendidikan, 

pelatihan dan tingkat pengalaman (Dessler, 1997) yaitu:  

1. Pendidikan  

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk 

membudayakan manusia itu sendiri. Pendidikan dapat dibagi menjadi: 

a. Pendidikan formal 

b. Pendidikan informal 

c. Pendidikan nonformal 

2. Pelatihan 

Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan 

pekerjaannya. Pelatihan dapat mengajarkan keahlian yang diperlukan baik 

untuk pekerjaan saat ini maupun  masa mendatang. 

3. Pengalaman 

Dengan memiliki pengalaman seseorang akan terbiasa melakukan sesuatu 

pekerjaan, lebih terampil, punya wawasan yang luas dan mudah beradaptasi 
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dengan lingkungan. Menurut Dessler (2003, 135-136), pengalaman 

dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi dan prestasi pekerjaan. 

Notoadmodjo (2003) juga mengemukakan kualitas sumber daya manusia 

bertumpu pada dua indikator penting yaitu pendidikan yang dimiliki oleh para 

karyawan dan tingkat keterampilan untuk mengerjakan proses kerja yang ada 

pada unit organisasi. Pendidikan merupakan factor untuk menentukan 

penempatan formasi/jabatan dalam suatu organsiasi, sementara keterampilan 

berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

secara efisien, tepat dan efektif. 

Dalam meningkatkan akuntabilitas suatu kinerja, SKPD harus memiliki 

kualitas sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan 

mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Aparatur pemerintah daerah 

yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai 

penatausahaan anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik 

transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam 

laporan keuangan pemerintah daerah. Kegagalan SDM pemerintah daerah 

dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada 

kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan 

sdandar yang ditetapkan pemerintah. 

3.2. Karakteristik Kualitas Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan definisi kualita, dapat disimpulkan bahwa tidak semua aspek-

aspek pribadi dari seorang pekerja itu merupakan kualitas. Hanya aspek-aspek 

pribadi yang mendorong dirinya untuk mencapai kinerja superiorlah yang 
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merupakan kualitas yang dimilikinya. Oleh karenanya kualitas memiliki 

karakteristik tertentu. 

Spencer & Spencer (Noor Fuad & Gofur Ahmad, 2009: 24) 

mengemukakan beberapa jenis karakteristik yang membentuk sebuah kualitas, 

yakni sebagai berikut: 

1) Motives, merupakan konsistensi berpikir mengenai sesuatu yang 

diinginkan dan dikehendaki oleh seseorang sehingga menyebabkan 

suatu kejadian. Motif tingkah laku dapat dijabarkan dengan istilah 

tertentu, seperti mengendalikan, mengarahkan, membimbing, memilih 

untuk menghadapi kejadian atau tujuan tertentu. 

2) Traits, adalah karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten 

terhadap informasi atau situasi tertentu. 

3) Self concept, merupakan sikap, nilai, atau imajinasi seseorang. 

4) Knowedge, merupakan informasi seseorang dalam lingkup tertentu. 

Komponen kompetensi ini sangat kompleks. Nilai dari knowledge test 

sering gagal untuk memprediksi kinerja karena terjadi kegagalan 

dalam mengukur pengetahuan dan kemampuan sesungguhnya yang 

diperlukan dalam pekerjaan. 

5) Skills, merupakan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas fisik 

atau mental tertentu. 

4. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah 

4.1. Sistem Informasi 



37 
 

Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, 

mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi 

untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu 

organisasi. Dalam sistem informasi diperlukan klasifikasi alur informasi, hal 

ini disebabkan keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh 

pengguna informasi (Laudon, 2007). 

Sistem informasi menurut Ratih (2011) merupakan sebuah rangkaian 

prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi iformasi, dan 

didistribusikan kepada pemakai atau suatu sistem yang mengubah atau 

memproses data menjadi informasi, sehingga merupakan model dasar sistem 

informasi. Norman (2010) mengungkapkan bahwa kualitas sistem informasi 

merupakan faktor kunci dalam menentukan pengimplementasian sistem 

pengukuran kinerja. 

Sistem inormasi berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan dan 

pemprosesan data, baik yang dilakukan secara manual maupun dengan 

bantuan komputer untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam 

pengambilan keputusan. Salah satu dari sistem informasi yang spesifik adalah 

sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). 

Peraturan pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, sistem Informasi Keuangan 

Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah: 

―suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta 

mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi 

informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan 

keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah 



38 
 

segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan 

dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah‖. 

 

SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah 

dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi 

manajemen pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini memfokuskan 

pemanfaatan SIKD terhadap kinerja organisasi pemerintah dan bagaimana 

SIKD tersebut berhasil atau diterapkan dalam pelaksanaannya. Dengan kata 

lain, apa yang dimaksud kesuksesan dari sistem informasi  tersebut dan 

bagaimana membuat sistem informasi menjadi sukses (Jogiyanto, 2007:1). 

4.2.Elemen Sistem Informasi 

Menurut Billy dan Muhamudu (2011). Sistem informasi terdiri dari 

elemen-elemen yang merupakan komponen fisik. Elemen-elemen sistem 

informasi: 

1) Orang 

Orang atau personil yang dimaksud yaitu operator komputer, analisis 

programmer, personil data entry, dan manajer sistem informasi/EDP. 

2) Prosedur 

Prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini dapat disebabkan karena 

prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan 

instruksi. Ada 3 jenis prosedur yang dibutuhkan, yaitu instruksi untuk 

pemakai, instruksi untuk penyiapan masukan, instruksi pengoperasian 

untuk karyawan pusat komputer. 

3) Perangkat keras 
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Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer 

(pusat pengolah, unit masukan/keluaran), peralatan penyiapan data, dan 

terminal masukan/keluaran. 

4) Perangkat Lunak 

Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama: 

a) Sistem perangkat lunak umum, seperti sistem pengoperasian dan 

sistem manajemen data yang memungkinkan pengoperasian sistem 

komputer. 

b) Aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis dan 

keputusan. 

c) Aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara 

khusus dibuat untuk setiap aplikasi. 

5) Basis data 

File yang berisi program data dibuktikan dengan adanya media 

penyimpanan secara fisik seperti disket, hard disk, dan sebagainya. File 

juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain diatas kertas, mikro film, 

dan lain sebagainya. 

6) Jaringan komputer 

Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan 

peralatan lainnya yang terhubung dalam suatu kesatuan. Informasi dan 

data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga 

memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar 

dokumen dan data. 
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7) Komunikasi Data 

Komunikasi data merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara 

khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi 

diantara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk 

digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. 

4.3. Informasi keuangan daerah 

Pemerintah daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan 

keuangan daerah kepada pemerintah. Informasi keuangan daerah yang 

disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh 

daerah kepada pemerintah mencakup: 

a) APBD dan realisasi APBD propinsi, kabupaten dan kota. 

b) Neraca daerah 

c) Laporan arus kas 

d) Catatan atas laporan keuangan daerah 

e) Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

f) Laporan keuangan perusahaan daerah 

g) Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal 

Informasi keuangan daerah tentang laporan realisasi APBD, neraca daerah, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan daerah, disusun secara 

bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta pedoman pada standar akuntansi 

pemerintahan yang berlaku. Informasi keuangan yang terkait dana 
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dekonsentrasi dan tugas pembantuan disampaikan oleh pemerintah daerah 

yang menerimanya. Informasi keuangan daerah berupa laporan keuangan 

adalah ringkasan neraca dan laporan laba rgi perusahaan daerah. 

Informasi keuangan daerah kepada menteri keuangan dan menteri dalam 

negeri. Informasi keuangan daerah juga disampaikan kepada menteri teknis 

terkait sesuai kebutuhan. Penyampaian informasi keuangan daerah 

disampaikan melalui dokumen tertulis dan media lainnya. Batas waktu 

penyampaian informasi keuangan daerah adalah: 

a. Paling lambat tanggal 31 januari tahun anggaran yang bersangkutan 

untuk APBD setiap tahun anggaran dan apabila ada perubahan APBD 

paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya perubahan 

APBD tahun berjalan. 

b. Paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan 

untuk laporan realisasi APBD per semester. 

c. Paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk laporan 

realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan 

keuangan daerah, informasi mengenai dana dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan, laporan keuangan perusahaan daerah, dan data yang 

berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah tahun 

yang lalu. 

4.4. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem informasi 

keuangan Daerah ditetapkan untuk menunjang perumusan kebijakan fiscal 
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secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan desentralisasi. Dalam rangka mendukung percepatan 

penyampaian informasi keuangan daerah dari pemerintah daerah kepada 

pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai 

batas waktu penyampaian, prosedur pemberian peringatan, dan sanksi yang 

terdapat dalam peraturan pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah. 

Pemerintah menyelenggarakan SIKD secara nasional dengan tujuan: 

a. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; 

b. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional; 

c. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, 

Pinjaman Daerah, dan Pengendalian deficit anggaran; dan  

d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan 

Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, 

dan defisit anggaran daerah. 

Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan strandar informasi keuangan daerah, 

b. Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat, 

c. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi, 

d. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi 

pengembangan SIKD, 

e. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD, 
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f. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan 

aplikasi dan pertukaran informasi, dan 

g. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi 

antar instansi pemerintah. 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing 

dengan tujuan: 

a. Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dal 

laporan pengelolaan keuangan daerah, 

b. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan 

daerah, 

c. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainya dalam melakukan 

evaluasi kinerja keuangan daerah, 

d. Membantu menyediakan kebutuhan statistic keuangan daerah, 

e. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada 

masyarakat, dan 

f. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan 

dalam SIKD secara nasional. 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) meliputi: 

a. Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan 

keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

diselenggarakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan 
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anggaran, pelaksanaan anggaran dalam pelaporan keuangan daerah. 

Ahmad (2002) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan SIKD secara 

nasional dalam menyampaikan informasi keuangan perlu adanya 

pengewasan, pengendalian dan evaluasi terhadap proses pengelolaan 

APBD maupun APBN 

b. Penyajian informasi keuangan daerah melalui sistem resmi pemerintah 

Daerah. 

Situs resmi diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dan dapat 

diselenggarakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Informasi keuangan daerah yang ditampilkan dalam situs resmi 

pemerintah daerah yang berisi tentang informasi keuangan daerah yang 

disampaikan oleh daerah kepada Pemerintah pusat. 

Apabila pemerintah daerah tidak menyampaikan informasi keuangan 

daerah 1 (satu) bulan setelah batas waktu yang ditetapkan diberikan 

peringatan tertulis oleh Menteri Keuangan. Apabila pemerintah daerah 

tidak menyampaikan informasi keuangan daerah hingga 2 (dua) bulan 

setelah diterbitkannya peringatan tertulis. Menteri Keuangan menetapkan 

sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah 

berkoordinasi dengan Menteri dalam Negeri. 

Pengenaan sanksi dilaksanakan secara efektif pada pencairan Dana 

perimbangan bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi. 

Pengenaan sanksi dilaksanakan setiap bulan sampai dengan 
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disampaikannya informasi keuangan daerah kepada pemerintah pusat. 

Penerapan pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. 

c. Penyediaan informasi keuangan daerah dalam rangka mendukung 

SIKD secara nasional. 

4.5.Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah 

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem 

Informasi Keuangan Daerah adalah suatu system yang mendokumentasikan, 

mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan 

data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan 

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. 

Sedangkan informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang 

berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. 

Dengan demikian system informasi akuntasi keuangan daerah dapat 

didefinisikan sebagai suatu system pengelompokkan, penggolongan, 

pencatatan dan pemprosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam 

sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh 

pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pemanfaatan sistem 

informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi 

akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan 

laporan keuangan pemerintah daerah. 
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5. Penelitian Yang Relevan 

Maulidah Tri Astuti (2008) melakukan penelitian tentang penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Individu pada SKPD. Penelitian ini 

dilakukan di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Individu pada SKPD Pemerintah Kota Malang. 

Wilfah (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Pembagian Tugas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, penelitian 

ini menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pembagian tugas 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah pada instansi 

pemerintah daerah Kota Padang. 

Maswandi (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh Pembagian Tugas, 

Sarana dan Prasarana dan Kualitas SDM terhadap Kinerja Organisai Publik di 

Kabupaten Padang Pariaman, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang searah dari variabel kualitas SDM dengan variabel kinerja, dimana semakin 

baik kualitas SDM yang dimiliki maka semakin tinggi pula tingkat kinerja 

organisasi public di Kabupaten Padang Pariaman. 

Ratih (2011) melakukan penelitian tentang Persepsi terhadap pengembangan 

Sistem Pengukuran, Akuntabilitas dan penggunaan Sistem Informasi Kinerja di 

Instansi Pemerintah Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemanfaatan sistem informai dan otoritas pengambilan keputusan berpengaruh 

positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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Fikri (2011) telah melakukan penelitian di Kota Padang, dia menyatakan 

bahwa sistem informasi keuangan daerah akan mendukung transparansi dan 

akuntabilitas laporan keuangan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah 

mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai gambaran dari 

kinerja keuangan selama satu periode. 

Dalam penelitian Tubagus (2010) di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, 

meneliti tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem 

informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. Hasil penelitian 

tersebut adalah bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 

berpengaruh terhadap kinerja SKPD. 

6. Pengembangan Hipotesis 

a. Pengaruh lingkungan budaya terhadap akuntabilitas kinerja SKPD 

Budaya organisasi akan memberikan arah atau pedoman berperilaku dalam 

instansi pemerintah dimana pegawai dipemerintahan tidak dapat berperilaku 

sekehendak hatinya. Selain itu, budaya organisasi menuntun kesamaan 

langkah dan visi bagi sumber daya manusia untuk melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya sehingga dapat meningkatkan fungsi serta 

pertanggungjawaban kinerjanya dalam instansi pemerintah. 

Budaya organisasi mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh 

pegawai yang membedakan instansi pemerintah itu dari instansi-instansi 

pemerintah lainnya. Budaya organisasi adalah sebagai suatu nilai-nilai yang 

menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan 
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eksternal dan usaha penyesuaian integritas ke dalam perusahaan sehingga 

masing-masing anggota organisasi harus memmahami nilai-nilai yang ada dan 

bagaimana mereka harus bertindak dan bertingkah laku (Sutanto dalam 

Sutrisno, 2010:24-25) 

Budaya organisasi yang kuat atau positif akan memacu instansi 

pemerintah kearah yang lebih baik. Sebaliknya, budaya organisasi yang 

negative akan memberi dampak yang negatif bagi instansi pemerintah. Oleh 

sebab itu, apabila budaya organisasi baik maka kinerja yang akan dicapai pasti 

juga akan baik. Hal ini didukung penelitian Fajrina (2009) dalam Muhammad 

(2011) yang menyimpulkan bahwa budaya organisai berpengaruh positif 

terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan nilai 

bersama dalam suatu organisasi/instansi merupakan sistem nilai bersama 

dalam suatu organisasi/instansi yang menentukan tingkatan bagaimana para 

pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. 

b. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

Menurut Susilo (2002:3) ―sumber daya manusia merupakan pilar 

penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan 

visi, misi dan tujuannya‖. Unsur manusia memegang peranan penting dalam 

melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka melakukan 

kegiatan atau aktivitas atau rangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan 



49 
 

organisasi. Artinya tanpa unsur  manusia, tidak mungkin organisasi dapat 

dijalankan untuk mencapai tujuan. Jadi peranan manusia (insani) adalah 

mutlak dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja 

organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang 

bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja 

dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik 

mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan 

baik (Mahmudi, 2007). 

Berdasarkan penelitian Wilfah (2010) menyimpulkan bahwa kualitas 

sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah. Artinya semakin baik kualitas sumber daya manusia pada 

instansi pemerintah Kota Padang dan penelitian dari Maswandi (2009) juga 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah dari variabel kualitas 

SDM dengan variabel akuntabilitas kinerja, dimana semakin baik kualitas 

SDM yang dimiliki maka semakin tinggi pula tingkat kinerja organisasi public 

di Kab, Padang Pariaman. 

Kualitas sumber daya manusia dilihat dari kompetensi yang terdiri dari 

latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti dan 

pengalaman yang dimiliki. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut (wibowo, 2012) 
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Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya diharapkan untuk 

memberikan hasil kinerja yang optimal. Dengan kualitas pengetahuan yang 

tepat, akan mampu melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Sikap yang ideal dengan kejujuran serta disiplin akan memberikan suatu 

bentuk pelaksanaan tugas baik layanan umum maupun administrative 

terlaksana dengan baik. Hal ini tentunya akan mendukung akuntabilitas 

kinerja pemerintah. 

Berdasarkan hubungan antar variabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki setiap instansi 

pemerintah maka akan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

c. Pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah 

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan 

suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang 

lebih cepat, efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan 

teknologi informasi manajemen dan proses kerja untuk memungkinkan 

pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses-akses antar 

unit kerja. 

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem 

Informasi Keuangan Daerah adalah suatu system yang mendokumentasikan, 
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mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan 

data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan 

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. 

Sedangkan informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang 

berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan suatu sistem yang 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan 

keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan 

kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah 

daerah (Ahmad, 2008;429). SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai 

bagian dari sistem manajemen pemerintah daerah. 

Dengan pemanfaatan sistem informasi yang baik akan dapat meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik pula. 

7. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, 

mengungkapkan, dan menunjukkan keterkaitan antar variable yang akan diteliti 

yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variable dependen dengan 

lingkungan budaya organisasi, pemanfaatan sistem informasi dan otoritas 

pengambilan keputusan sebagai variable independen. 
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Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pertanggung jawaban 

pencapaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sarana, tujuan, misi, 

dan visi dalam organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 

instansi pemerintah, diantaranya adalah budaya organisasi. Faktor ini dinilai 

cenderung dapat mempengaruhi peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kinerja 

instansi pemerintah yang baik akan tercapai jika budaya yang dianut oleh 

organisasi tersebut juga baik, karena budaya organisasi merupakan tatanan norma 

dan nilai yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak untuk mencapai 

tujuan organisasi. Faktor lainnya yaitu pemanfaatan sistem informasi dan kualitas 

sumber daya manusia, faktor ini juga dinilai dapat mempengaruhi akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. 

Gambar 1: Pengaruh budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia dan 

pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 
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H2: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

H3: Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai ―Pengaruh 

budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan sistem 

informasi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah‖ 

adalah sebagai berikut: 

1. Variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini didasarkan dengan uji 

statistik regresi berganda dimana diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,004. 

Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima. Apabila terjadi peningkatan 

pada budaya organisasi maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga 

akan mengalami peningkatan. 

2. Variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan 

apabila terjadi peningkatan pada kualitas sumber daya manusia maka 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan mengalami peningkatan. 

3. Variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh 

signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem informasi keuangan 

daerah maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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B. Keterbatasan 

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan 

penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan 

wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data 

dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Karena 

persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan 

yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh 

melalui wawancara langsung dengan responden. 

2. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji adjusted R2 adalah sebesar 

0,411%. Atau hanya sebesar 41,1%. Ini berarti bahwa kontribusi variabel 

dependen terhadap variabel independen hanya sebesar 41,1%. Dengan kata 

lain masih terdapat variabel lain yang memiliki kontribusi yang lebih besar 

bagi akuntabilits kinerja instansi pemerintah. 

C. Saran 

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

menyarankan bahwa: 

1. Penelitian ini masih memilki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian 

yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan 

metode lapangan dan wawancara. 

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen yang 

memungkinkan dalam mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi 
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pemerintah. Misalnya variabel kompetensi SDM yang ada, komitmen 

manajemen, otoritas pengambilan keputusan, ketaatan terhadap peraturan 

perundangan, penerapan akuntabilitas keuangan dan lain sebagainya. 

3. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa budaya organisasi, kualitas sumber 

daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah telah 

baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya 

dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian 

ulang mengenai budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia dan 

pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, agar dapat meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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